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Abstrak
Pelaksanaan desentralisasi fiskal muncul karena proses pembangunan di Indonesia
sebelumnya telah berdampak terhadap kesenjangan pembangunan antara wilayah
Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Untuk mampu mengoptimalkan dan mendukung
sistem perubahan wewenang maka Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang
bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan
asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal terhadap
belanja modal. Metode penelitian menggunakan analisis regresi data panel, selama
periode 2012 – 2016. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah daerah yang
berada di wilayah Indonesia timur yaitu: provinsi NTB, NTT, Gorontalo, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku,
Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Alat analisis yang digunakan adalah Eviews.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan pendapatan asli daerah dan
desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Indonesia
Timur. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan lebih mengoptimalkan penerimaan
daerah atau hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah
untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan
terutama pandapatan asli daerah agar pemerintah daerah tidak bergantung kepada
pemerintah pusat dalam membiayai rumah tangga daerahnya sendiri.
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi,
Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal
Pendahuluan
Pelaksanaan desentralisasi fiskal dilaksanakan per 1 Januari 2001 merupakan
salah satu agenda reformasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan harapan dapat
memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan
efisiensi dan efektifitas tata kelola dan pelayanan publik, yang selanjutnya akan
mendorong ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Latar belakang
munculnya desentralisasi fiskal karena proses pembangunan di Indonesia sebelumnya
telah berdampak kesenjangan pembangunan antara wilayah Indonesia Barat dan
Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam
alokasi investasi antar wilayah yang berpengaruh dalam memicu dan memacu ketidak
seimbangan dalam pertumbuhan antar wilayah Waluyo (2007) dalam Badrudin (2012).
Untuk mendukung dan mengoptimalkan sistem reformasi ini maka Pemerintah
mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat, diharapkan Pemerintah
Daerah bisa lebih mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh untuk
membiayai belanja modal di daerahnya. Berdasarkan gambar pendapatan pemerintah
daerah provinsi diwilayah Indonesia Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Kondisi ini menjadi tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan
otonomi daerah.
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Sumber Pendapatan Pemerintah di Wilayah Indonesia Timur Tahun 2012-2016
Infrastruktur merupakan hal fundamental dalam perekonomian Indonesia. Melihat
potensi yang dimiliki oleh Wilayah Indonesia Timur dengan berbagai macam kekayaan
alam yang merupakan wilayah strategis dalam membangkitkan potensi nasional. Oleh
karena itu, pemerintah harus mendapatkan kemauan bersama dalam menyusun konsep
pembangunan infrastruktur wilayah Indonesia Timur yang bersumber pada penguasaan
teknologi dan keunggulan sumber daya daerah. Penelitian Anggiat Situngkir (2009)
menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal, sedangkan
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Berdasarkan
latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan
masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh pendapatan
asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi, dan desentralisasi fikal terhadap
belanja modal di Wilayah Indonesia Timur tahun 2012 – 2016?
Studi Pustaka
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan
nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan
ekonomi (Windhu, 2018). Menurut Windhu (2018), faktor – faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi adalah: faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam,
faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, dan sumber daya modal.
Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18
bahwa:
“Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai, dengan peraturan perundang-undangan”.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, 4) Lain – lain PAD Yang Sah
Pengertian Dana Alokasi Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun
2005 tentang dana perimbangan bahwa:
“Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi dan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar
daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan
potensi daerah”.
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan
dalam Negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan dalam Negeri netto adalah
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penerimaan Negara yang dibagi hasilkan kepada Daerah. Jumlah DAU sebesar 26% ini
merupakan jumlah DAU untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota, yang kemudian
disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten/kota 90%. Jumlah keseluruhan
DAU ditetapkan dalam APBN setiap tahun dan bersifat final (UU No 33 Tahun 2004).
Ada beberapa prinsip dan tujuan diberlakukannya desentralisasi fiskal, (Mardiasmo
2009) yaitu: 1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance). 2)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan
pelayanan publik antar daerah. 3) Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya
nasional. 4) Tata kelola, transparan dan akun tabel dalam pelaksanaan kegiatan
pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran. 5) Mendukung kesinambungan
fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.
Pemberian otonomi daerah didasarkan pada faktor – faktor perhitungan, tindakan
dan kebijakan yang benar – benar menjamin daerah otonom dapat mengurus rumah
tangganya sendiri. Untuk pencapaian tujuan tersebut salah satunya bisa diukur melalui
rasio kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya
pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal
dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim,
2007).
Belanja modal merupakan bentuk investasi yang berupa capital expenditure
sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Sebagai
bentuk investasi sektor publik, belanja modal lebih fokus pada kebijakan pemerintahan
dengan dimensi waktu yang bervariasi. Pengadaan atau pembelian aset digunakan untuk
kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat
(Halim, 2008).
Situngkir (2009) meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja
Modal dengan mengambil sampel Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, menemukan
bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan
secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan
ekonomi tidak berpengaruh.
Hasil penelitian Anriati (2009) menemukan bahwa ada pengaruh dana alokasi
umum, pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli
daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Maka disimpulkan Pemerintah daerah
belum mampu menjalankan otonomi daerah karena ketergantungan yang sangat tinggi
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Metodologi Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen
berupa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi, dan
desentralisasi fiskal terhadap variabel dependen yaitu belanja modal. Data menggunakan
data sekunder dan diolah dengan menggunakan metode panel. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini berasal dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari
situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.
Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan pendekatan Data yang
didapat tersebut diolah dengan menggunakan program E-views versi 9. Model regresi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
BM = -8.70E-110.064444PADit +1.384024DAUit +3.20PEit +7.5DFit + µ
Analisis dan Pembahasan
Data yang dihimpun dari hasil penelitian akan peneliti bandingkan antara data yang
ada dilapangan dengan teori yang relevan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik
kesimpulan. Dengan data yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari
situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah, kemudian penulis melakukan
analisis menggunakan metode regresi data panel untuk membuktikan hipotesis yaitu
analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi
dan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil regresi dengan
menggunakan metode panel diperoleh pendekatan Random Effect., dengan memperoleh
hasil R-squared 0.723496, Adjusted R-squared 0.703387, F-stat 35.97805, Prob F-stat
0.000000.
Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Wilayah
Indonesia timur tahun 2012 sampai dengan 2016 yaitu dengan memiliki koefisien sebesar
-0.064444 dengan Prob 0.5115 (α = 0.1%). Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah 
di provinsi wilayah Indonesia timur masih mengalami kesenjangan fiskal antar daerah,
kesenjangan fiskal timbul karena keterbatasan sumber manusia dan kewenangan
penerimaan baik dalam pajak maupun bukan pajak, tidak menggunakan PAD secara
tepat untuk membiayai pembangunan daerah maupun peningkatan sarana dan
prasarana. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anggiat
Situngkir (2009), melakukan penelitian terhadap sampel pembko/pemkab sumatera utara
pada tahun 2004 - 2007 mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap
anggaran belanja modal. Namun penelitian lain mengenai Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan dan
Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa pendapatan
asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal Andri Widianto (2016).
Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal di Wilayah Indonesia
timur tahun 2012 sampai dengan 2016 yaitu dengan memiliki koefisien sebesar 1.384024
dengan Prob 0.0000 (α = 0.1%). Hal ini menunjukan bahwa alokasi DAU yang dikucurkan 
kepada pemerintah di Wilayah Indonesia timur setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Hal ini mengindikasikan bahwa DAU yang selama ini diterima daerah digunakan untuk
pembangunan daerah dan juga DAU masih dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam
kegiatan anggaran belanja modal sebagai sumber dana untuk mengelola Pemerintah
daerahnya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Anggiat Situngkir
(2009) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap anggaran belanja
modal di Provinsi Sumatera Utara.
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal di
Wilayah Indonesia Timur tahun 2012 sampai dengan 2016 yaitu dengan memiliki
koefisien sebesar  3.20E+11 dengan Prob 0.0963 (α = 0.1%). Hal ini menunjukan bahwa 
pertumbuhan ekonomi di daerah Wilayah Indonesia Timur didukung dengan infrastruktur
atau sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi suatu
daerah. Sarana dan prasarana diperoleh dari pengalokasian anggaran belanja modal
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yang sudah dianggarkan setiap tahunnya. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik
maka pemerintah daerah akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya untuk
melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Anrianti (2009), yang menyatakan bahwa pertumbuhan
ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.
Desentralisasi fiskal yang di proksikan oleh kemandirian daerah tidak berpengaruh
terhadap belanja modal di Wilayah Indonesia Timur tahun 2012 sampai dengan 2016
yaitu dengan memiliki koefisien sebesar 7.54E+10 dengan Prob 0.5811 (α = 0.1%). Hal 
menunjukan bahwa Pemerintah daerah diwilayah Indonesia Timur masih belum dikatakan
mandiri, karena ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat yaitu dalam
bentuk bantuan dana perimbangan. Oleh sebab itu sudah selayaknya pemerintah daerah
untuk mendongkrak PAD melalui komponen – komponennya lebih intensif lagi.
Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai
Determinasi Belanja Modal di Wilayah Indonesia Timur Tahun 2012 - 2016, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Modal di Wilayah Indonesia Timur tahun 2012 – 2016, 2)
Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Wilayah Indonesia
Timur tahun 2012 – 2016, 3) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Modal di Wilayah Indonesia Timur tahun 2012 – 2016, 4) Desentralisasi Fiskal
tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Wilayah Indonesia Timur tahun
2012 – 2016.
Implikasi Kebijakan
Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk bagaimana memberdayakan
setiap daerah dengan bertumpu kepada kekuatan daerah itu sendiri, sehingga diharapkan
agar daerah tersebut dapat tumbuh dan berkembang dan potensinya dapat dimanfaatkan
dengan seefektif dan seefisien mungkin (Zilal, 2008).
Dalam penelitian ini rasio kemandirian daerah masih tergolong kurang, hal ini
berarti pemerintah daerah harus berupaya dalam mengatasi rendahnya desentralisasi
fiskal melalui pengoptimalan pendanaan dari sumber penerimaan daerah yang berasal
dari pendapatan asli daerah dengan cara memanfaatkan sumber daya daerah untuk
dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli
daerah, mendongkrak pendapatan asli daerah melalui kebijakan arah pembelanjaan
daerah kepada belanja modal yang terfokus pada perbaikan struktur peningkatan
pendapatan asli daerah masih sangat minim dalam pengembangannya. Apabila semua
pintu akses perekonomian telah dibuka misalnya pembukaan jalan dan transportasinya
sebagai akses peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka sumber – sumber
penerimaan pemerintah daerah terutama pajak dan retribusi angkat meningkat.
Setiap daerah harus melakukan banyak inovasi dalam pembangunan karena
seberapa besar ataupun kecil perubahan yang dihasilkan dapat menghasilkan nilai positif
terhadap pembangunan didaerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus kreatif atas
potensi yang dimiliki daerah. Pendapatan pemerintah daerah haruslah selalu meningkat,
sedangkan pengeluaran haruslah dilakukan seefisien mungkin, seluruh anggaran harus
terkoordinasi dengan rapi, karena dengan melalui anggaran daerah dapat dilakukan
supervise dengan ketat dan pengendalian terhadap penggunaan dana, sehingga sumber
– sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik serta mampu membiayai
pembangunan daerah.
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